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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Indonesia
cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan
korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
sebagaiamana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja
tidak terduga dalam rangke percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019, perlu adanya dasar hukum dalam
pelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan
dengan Peraturan Bupati Mimika.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, TamBahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemarintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9657);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan

Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007
Nomor 2).

MEMUTUSKAI :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

10.

(1)

(2)

(1)

Daerah adalah Kabupaten Mimika;

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika;

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Dokumen rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mimika
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di singkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keungan Daerah yang selanjutnya di sebut
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana
kebutuhan belanja untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19 yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka Pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut BTT adalah pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-
CoronaVirus-2.

BAB II
PENGGUNAAN BTT

Pasal 2

Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-109.

Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Pasal 3

Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala
Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan  COVID-19
Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden
mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

)

Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

Pasal 4

Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah
melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu
(refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi
penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pembebanan langsung pada BTT.

Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi,

Pemerintah Daerah melakukan penyeauaian dengan menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya
serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, antara lain terhadap:

a. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana
transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

c. Hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas,
penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis
lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;

d. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD
Tahun Anggaran 2020.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling
lama 1 (satu) hari.

Penyesuaian alokasi anggaran dalam hal BTT tidak mencukupi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perubahan
peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD.

Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD atau
setelah perubahan APBD, maka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD.



BAB III

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BTT

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak
terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak
penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

a.

(1)

kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan RKB setelah
berkoordinasi dengan Tim Gugus Kabupaten Mimika untuk mengantisipasi
dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari
kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, diprioritaskan untuk:

1) penanganan kesehatan;
2) penanganan dampak ekonomi; dan

3) penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial.

. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah

mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang
secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak
penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
RKB,;

pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19
dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diserahkan kepada bendahara
pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara
pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik
dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19 yang dikelolanya; dan

. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan

dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah
yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak
penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan
melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan
tanggung jawab belanja.

Pasal 6

Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a angka 3), antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam
bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai
kepada antara lain:

a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti
keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan
individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat
terdampak COVID-19;



b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan
penanganan pandemi COVID-19; dan/atau

c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang

bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-
19;

(2) Pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Penetapan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based
dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul
dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos

(4) Tata cara pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 31 Maret 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 31 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 11.

i —

/Salinan, sesuai dengan aslinya
< Plt-KEPALA BAGIAN HUKUM

W b 0 B4

{UH. JAME
'. _PRY

ComHp.2



